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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai
wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dan seluruh sumber daya
yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkrit untuk
mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan
penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi
prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Kenangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan
kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti: pengelolaan utang, hibah,
investasi, penerusan pinjairnan, transfer daerah, dan belanja lain-lain telah dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntansi. Disamping berbagai fungsi tersebut,
terdapat fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan oleh BUN namun belum dﬂaporkan
melalui sistem akuntansi yang terstruktur mengingat pengaturan sistem akuntansi atas
transaksi khusus tersebut masih perlu disempurnakan. Dengan latar belakang tersebut
maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem
Akuntansi Transaksi Khusus termasuk modulnya agar dapat dijadikan pedoman bagi

penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.

. Ruang Lingkup
Ruang lingkup yang diatur dalam Modul SA-TK mencakup:
1. Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional;
Pembayaran Dukungan Kelayakan;
PNBEP yang dikelola oleh DJA;
Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; dan

“ & o

Pembayaran Belanja Pensiun, Belanja Asuransi Kesehatan, dan Program Tunjangan
Hari Tua (THT).
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Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA BUN

SA-BUN
SiAP SA-IP SA-PPP SA-TD SA- BS SA-FPBL
SIKUBAH 8 SA-BL
Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK
SA-TK
Pengeluaran Pembayaran FNBP Yang Aset Yang Pembayaran
Untuk Bukungan Dikelola Oleh Berada Dalam Belanja
Keperluan Kelayakan DJA Pengelolaan Pensiun,
Hubungan DJKN Askes dan
Internasional

Program THT
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C. Maksud
Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan
mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus secara tepat waktu,
transparan, dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian

Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel.

D. Tujuan
Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh
transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat
diakuntansikan sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pelaporannya.
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E. Sistematika
Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami sistem
akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB1 PENDAHULUAN:
Meliputi Latar Belakang, Ruang Linglkup, Maksud, Tujuan dan Sistematika.

BABII AKUNTANSI TRANSAKSI PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN
INTERNASIONAL:
Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan

Pelaporan,;

BABIII  AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN:
Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaramn, Akuntansi dan

Pelaporan.

BABIV  AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA:

Meliputi Definisi, Jenis-jenis, Alkuntansi dan Pelaporan.

BABV AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN:

Meliputi Jenis-jenis, Akuntansi dan Pelaporan.

BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA PENSIUN, BELANJA
ASURANSI KESEHATAN, DAN PROGRAM TUNJANGAN HARI TUA (THT):
Meliputi Definisi, Mekanisme Pembayaran Belanja Pensiun, Dokumen Sumber,

Akuntansi dan Pelaporan.

BABVII CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN SURAT
PERNYATAAN TELAH DI-REVIU

BAB VIII PENUTUP
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BAB II
AKUNTANSI TRANSAKSI
PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas dua macam, yaitu
transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perjanjian
Hukum Internasional. Penjelasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing

pengeluaran dijelaskan sebagai berikut:

A. Definisi Dan Latar Belakang Pengeluaran Kerja Sama Internasional

Transaksi Pengeluaran Kerjasama Internasional adalah transaksi untuk
pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional.
Kerja Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerja sama suatu negara dengan
negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-
negara di dunia. Sedangkan dalam arti khusus tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja
sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi
kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor/impor dan menambah
devisa.

Negéra Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang
berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/organisasi
internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas jalinan hubungan tersebut apabila
negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk
kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut.

Pengeluaran juran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang
dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun
tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara diatur dalam
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah.

Bentuk kerja sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu:

1. dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional,
2. dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan

3. dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
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B. Definisi Dan Latar Belakang Perjanjian Hukum Internasional

Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang
melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional.
Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional sebagaimana dimaksud mencakup
Transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah
Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dari

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagian bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat
dengan Perjanjian Hukum Internasional. Sebagai contoh adalah Perjanjian Bilateral
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran dalam
rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran
juran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Badan

Kebijakan Fiskal.

C. Alokasi Anggaran Hubungan Kerja Sama Internasional dan Perjanjian Hukum

Internasional

Hubungan kerja sama internasional dan Perjanjian Hukum Internasional sebagian
besar terjal'in melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian
Negara/Lembaga tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran, maka
pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA Bagian Anggaran Kementerian Luar

Negeri.

Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA
Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen yang belum
selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang
Keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi-
organisasi Internsional atau karena suatu hal yang lain, Jika hal tersebut terjadi, maka
pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan

Pemerintah /Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui Bagian Anggaran BUN.

Pengeluaran kerja sama internasional dan Perjanjian Hukum Internasional yang
dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh Badan Kebijakan
Fiskal selalku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan

fungsi mengurusi kerja sama internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk
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membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun Belanja Lain-lain (58XXXX).
Namun demikian kedepannya seharusnya menggunakan akun/jenis belanja yang

sesuai seperti belanja barang (52XXXX).

. Akuntansi Dan Pelaporan

Pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum internasional saat ini
dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui Bagian Anggaran Belanja Lain-lain.
Pengalokasian ke dalam Belanja Lain-lain dapat dilakukan dengan alasan bahwa
pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan kerja sama internasional dan perjanjian
hukum internasional bersifat tidak dapat diprediksi, tidak berulang dan tidak
dikeluarkan secara tahunan. Dengan pengaturan dalam Modul Penyusunan Laporan
Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, maka kedua jenis pengeluaran tersebut
penganggarannya ditetapkan dalam Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus
(BA 999.99).

Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Xkerjasama internasional dan
perjanjian hukum internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang
menangani Kerjasama Internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang
terkait dengan kedua jenis pengeluaran tersebut. Kedua transaksi di atas dilaksanakan
oleh Unit Eselon II pada BKF yang menangani Kerjasama Internasional, maka instansi
ini menjadi UAKPA BUN TK.

Pelaporan dilakukan seéara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperluan. Kerja Sama Internasional dan UAKPA BUN TK Pengelola
Pengeluaran Keperiuan Perjanjian Hukum Internasional. UAKPA BUN TK bertugas
untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah.
Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK
Pengeluaran Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan
Pembayaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya
bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk
melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di
bawah:
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STRUKTUR PELAPORAN:
UAKP BUN TK
F 3
UAP BUN TK BKF
F 3
UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK
(Pengeluaran Kerja Sama (Perjanjian Hukum Internasional)

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi pengeluaran kerja sama internasional dan perianjian hukum
internasional adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (PP 71/2010 tentang SAP). Basis kas digunakan untﬁk pengakuan
pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual
untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan
pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan
belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan
ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran Pengeluaran Kerja sama dan Perjanjian Hukum Internasional
Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan kerja sama
internasional dan perjanjian hukum internasional —merupakan teknik
pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas kegiatan kerja sama dan

perjanjian hukum internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
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Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
alokasi estimasi pendapatan.Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang

dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum
internasional diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {UU APBN) dan pada tingkat Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit
anggaran (allotment) pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).

b. Pengukuran
Anggaran pengeluaran kerja sama internasional dan perjanjian hukum
internasional yang dikeluarkan dari belanja lain-lain untuk appropriasi diukur
berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur
berdasarkan junﬁah yang térdapat dalam DIPA.

c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Piutang dari KUN KXXX
Allotment Belanja xxxxxxxx | XXX
' Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan KXXX

Utang Kepada KUN XXX

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment,
disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran

dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi atas Belanja dan Pendapatan Pengeluaran untuk keperluan

Hubungan Internasional

a. Pengalkuan
1) Realisasi belanja atas pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasioral
diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang
melalui SPM dan SP2D.



2)
3)

4)
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Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
Pengembalian belanja yang terjadi pada pengeluaran belanja dibukukan
sebagai pengurang belanja pada periode yang sama, sedangkan
pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan
sebagai pendapatan lain-lain.

Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian
pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya
dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode

ditemukannya koreksi.

Pengukuran

1)

2)

3)

Anggaran pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional yang
dikeluarkan dari suatu jenis belanja untuk appropriasi diukur berdasarkan
jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan
jumlah yang terdapat dalam DIPA.

Realisasi belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).

Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam

dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

Jurnal
JURNAL REALISASI BELANJA:

Belanja xxooosxx XXX

Piutang dari KPPN XXKXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
Piutang dari KPPN XXXX

Belanja XXXxXXXxx . XXXX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:
Utang Kepada KUN XXXX

Pendapatan ....... XXXX
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JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:

Pendapatan ....... XXXX
Utang Kepada KUN XXXX
JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):
SAL XXXX
Kas di KPPN XXX
JURNAL PENUTUP
Allotment Belanja XXXxxxxxx XXXX
Belanja XXXXXXXKX XXXX
Piutang dari KPPN XXXX
Pendapatan .......... KXXX
Utang Kepada KUN XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan HXXX
Penyajian

Anggaran pe.ndapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment,
disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran
dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Sementara realisasi
pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi
Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran
(SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN

untuk pendapatan)
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Contoh Neraca
BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 {Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMRBER 20XX
20X1
ASET LANCAR
Kas dan Bank Cc2
Kas Lainnya dan Setara Kas C2.1 KX KX XXX KAX KK XXX
I I Jumlah Kas dan Bank AR KKK KK XXX XK KNK XAKKKK
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak Cc22 XXX XXX KKK XXX UK XKK
Piutang Lain-Lain c23 XXX XXX XXX XX XKK XXX
{Penyisiban Piutang Tak Tertagih pada C24 (XK XHKKHX) (OO XKK KKK XXK)
Piutang)
Tumiah Piutang b0, 9.0.9.8.¢.0.8.6.0.4 XX XXX KKK XXX
Persediaan C25 XX XXX XXX KKK KX XXX XKK XXX
| | I Jumiah Aset Lancar KAX KK KKK XKX KKK XN XN XKK
ASET TETAP C.2.6
Tanah XXX KUK KXX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin KUK KX XXX XXK XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXKXXN KK XXX XXX.XXX
Jalan. Irigasi. dan Jaringan XU KL KXK XXX XXX
Aset Tetap Lainnya KKK XAK XXX XKKXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XX KKK XXX XK XXX XXX
Junilah Aset Tetap o000 8.0.6.8.6.6.4 .0.0.85.0.0.8.¢.¢.8.6.0.4
ASET LAINNYA C2.7
Aset Tak Berwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS XOL XX XXX pos oo deed
Aset Bks BPPN XK XXN XXX XXX XKHXXX
Piutang Jangka Panjang XAXXXK. XXX KRHXHH XXX
Aset Lain-lain XX XXX XXX XXX XXXKXX
URAIAN CATATAN 31 DESEMEBER 31 DESEMBER 20XX
20%1
Aset lainnya dari Unii Pemerintah Lainnya XXX XXK. KX XX XXX KKK
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C2.8 (XXX KKK K KKK (XXX KKK XXX XXX)
Lainnya)
Jumlah Aset Lainnya KO AXK XK XXX ANL KX XXKXXK
JUMLAH ASET XK KEKAXK KKK XNLXAN KKK XXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X 1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN
KEWAIBAN JANGKA PENDEK
| I | | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KUK KK KKK XXX XXX XXX XAK XXX
KEWAJIBAN JANGEKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX X00KXX XXX KKK XXX
Utang jangka Panjang DN Lainnya KA XXKKKX XA XXK XXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Utang Jangka Panjang DN KX AXN LXK KKK XK XK XXX XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN XX XXX XXX XXX XX KKK XXKXXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang KX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
SAL Cz2, XXX XXX XXX XXX XXX XXX
SILPA Setelah Penyesuaian C.2.43 KXK XXX XXX XAX XXX XXX
Cadangan Piutang C.2.45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cadangan Persediaan C.2.47 KXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (XXX XXX XXX XXX) (XXX XXX XXX XXX)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.2.52 XXX XXX XXX XK XXX XXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.2.,53 WK XXX. XXX XXX XXK. XXX
Jumlah Ekuitas Dana Investasi (XX XXX XXX XKX) (X 000X XXX
EKUITAS DANA NETO (KKK XK KKK KXX) (30X KKK XXX, XKK)
JUMLAH KEWANBAN DAN EKUITAS DANA EHXKKAXK XXX P00 0000 9. 99 .9.4
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XX O EXXX 9NN UK XEX XXX XKLX XXX XXX X 77Td nEo{Q ayayswery |
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4. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi

Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional terdiri atas:
a. DIPA;

b. DIPA Revisi;

c. SPM;

d. SP2D;

e. Surat Tagihan/Permintaan Pembayaran;

f. Naskah Kerja Sama Internasional;

g. Naskah Perjanjian Internasional; dan

h. Keputusan Mahkamah Internasional yang berkekuatan hukum tetap.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain
yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi k¥husus Pengeluaran untuk
Keperluan Hubungan Internasional
a. Memo Penyesuaian;

b. Bukti Penerimaan Negara;
c. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP}; dan/atau

e. Dokumen-dokumen lain yang terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap
bulan dalam hal pﬁda bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran
(pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi
anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan

tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional dan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum
Internasional masing-masing dilaksanakan oleh Unit Eselon II di BKF yang
menangani Kerja Sama Internasional. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.
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b. UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional
dan Pembayaran Dukungan Kelayakan dilaksanakan oleh UAP BUN TK BKF,
merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan
Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK dan/atau UAKKPA-
BUN TK yang transaksinya meliputi transaksi Pengeluaran untuk Keperluan
Hubungan Internasionl serta transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit
akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi
Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

. Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerjasama Internasional
dan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum

Internasional masing-masing menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh

transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CalLK.,
Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Ketjasama Internasional dan
UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Perjanjian Hukum
Internasional masing-masing menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri
atas LRA, Neraca dan CalK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung
Jawab, kepada UAP BUN TK BKF setiap semesteran dan tahunan.

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan
dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN BKF atau UAKKPA BUN TK
Pembayaran Dukungan Kelayakan.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK BKF menyusun laporan
konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan
disampaikan oleh UAP-BUN TK BKF kepada UAKP-BUN Transalksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP-BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan
kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan
Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

BUN.
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BAB III
AKUNTANSI TRANSAKSI PEMBAYARAN DUKUNGAN KELAYAKAN

A. Definisi
Pembayaran Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa
kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang
dilaksanakan melalui skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka

penyediaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat.

B. Alokasi Anggaran
Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui
skema kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan
infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas

penganggarannya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN.

C. Akuntansi Dan Pelaporan .

Pengeluaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama dibebankan ke dalam
Bagian Anggaran BUN melalui Belanja Barang atau Pengeluaran Pembiayaan, sehingga
pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA .999.99. Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan
akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan jenis pengeluaran ini. Untuk Proyek Kerja
Sama Pemerintah Pusat, maka satker Kementerian Negara/Lembaga yang
melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK.
Dalam hal Proyek Kerja Sama Pemerintah Daerah, usulan pendanaan untuk Dukungan
Kelayakan disampaikan dari Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab proyek
kerja sama, selanjutnya Kementerian/Lembaga sektor terkait akan ditetapkan sebagai
UAKPA BUN TK dalam proses pencairan dana Dukungan Kelayakan.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari masing-masing UAKPA-BUN
TK Pembayaran Dukungan Kelayakan. UAKPA-BUN TK bertugas untuk mencatat
seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari
UAKPA-BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK BKF (Unit Eselon I
di Kementerian Keuangan yang menangani aspek kebijakan pemberian Pembayaran
Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama), dan/atau UAKKPA-BUN TK apabila dalam
satu Kementarian Negara/Lembaga terdapat beberapa UAKPA BUN TK. UAKKPA-BUN
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TK dan UAP-BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK, dan

tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai

dengan gambar di bawah:
STRUKTUR PELAPORAN:
UAXP BUN SATK
A
UAP BUN SATK BKF
I
UAKKPA BUN
TK PDK
UAKPA UAKPA UAKPA
PDK PDK PDK

*PDK : Pembayaran Dukungan Kelayakan

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan adalah Kas Menuju Akrual
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas
digunakan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi
Anggaran, sedangkan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas
dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan
pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan
belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

‘ Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas

dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
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lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

. Akuntansi Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama

Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran
Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama
yang dilakukan oleh Pemerintah.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi
alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan terdiri dari

appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).

a. Pengakuan
Anggaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diakui sebagai
appropriasi pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat

diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

b. Pengukuran
Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama
yang dikeluarkan dari belanja/pengeluaran pembiayaan pemerintah untuk
appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan
allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA. A

c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Piutang dari KUN XXXX
Allotment Belanja/Pengl. Pembiayaan XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan XHXXX
Utang Kepada KUN XXXX

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dan belanja/pengeluaran pembiayaan baik berupa
appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia.
pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran

yvang disahkan.
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3. Akuntansi Realisasi atas Belanja/Pengeluaran Pembiayaan dan Pendapatan

C.

Pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama

a. Pengakuan

1)

4)

1)

3)

Realisasi belanja/pengeluaran pembiayaan atas pengeluaran untuk
Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama diakui pada saat terjadi
pengeluaran kas dari Rekening Kas Negara yang melalui SPM dan SP2D,
Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Negara.
Pengembalian belanja/pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode
belanja/pengeluaran pembiayaan dibukukan sebagai pengurang
belanja/pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama, sedangkan
pengembalian belanja/pengeluaran pembiayaan yang diterima setelah
periode belanja/pengeluaran pembiayaan, dibukukan sebagai pendapatan
lain-lain.

Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian
pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya,
dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode

ditemukannya koreksi.

Pengukuran

Anggaran pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan yang
dikeluarkan dari belanja/pengeluaran pembiayaan pemerintah untuk
appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN,
sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA,
Realisasi belanja/pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal
yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2D, SSPB).

Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen penerimaan (SSBP dan SPM-PP).

Jurnal
JURNAL REALISASI BELANJA:
Belanja/Pengl. Pembiayaan...... XXXX

Piutang dari KPPN XXXX
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JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA:
Piutang dari KPPN XXXX
Belanja/Pengl. Pembiayaan...... XXKX

JURNAL REALISASI PENDAPATAN:
Utang Kepada KUN KXKXX
Pendapatan ....... XXXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:
Pendapatan ....... KXXX
Utang Kepada KUN XXX

JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):
SAL )0.0.0.4
Kas di KPPN XXXX

JURNAL PENUTUP
Allotment Belanja/Pengl. pembiayaan... XXHX
Belanja/Pengl. Pembiayaan .......... XX
Piutang dari KPPN KXKX

Pendapatan .......... XXXX
Utang Kepada KUN KXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan KXXX

Penyajian

Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment,
disajikan sebagai alockasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran
dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Sementara realisasi
pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi
Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM/SP2D
dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN untuk

pendapatan).
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Contcoh Neraca
BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X 1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CA’%ATA 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank Cz2
Kas Lainnya dan Setara Kag cz2i XXX XXK. XXX KXXXKK XA
! | Jumlah Kas dan Bank XX XXX XXK XXX KA KXK XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak C.22 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain C23 XXX XXX XXX KA XXX XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C24 (XXX XAX.XXX) (XK X0 HXX)
Piutang)
| [ Jumlah Piutang XX XX XXX AAX XX XXX XKL XXX
Persediaan C.2.5 XH XXX XXX XXX XX XOOLXX XXX
' l Jumlah Aset Lancar AN XAX KN XXX XXX XXX XXX, XXX
ASET TETAP C26
Tanah XXX XXX XXX XX KKK KKK
Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX HXKXXK.XNK
Gedung dan Bangunan XK XKKXKX XX KXK XXX
Jalan. Irigasi. dan Jaringan XEK KKK XA KL XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XXX XX XXX KKK XXXXXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX KKK XXX XXX XXX XXX
I | Jumlah Aset Tetap 0 0. 00.0.0.05.0.0.05.0-0 4 XX XX XX XXX
ASET LAINNYA c27
Aset Tak Berwujud XXX XXN XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS XXX XXX.XXX KAXKKKXAX
Aset Eks BPPN XXX XXX XXX XXX XXXXXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX KKK X KXK XXX
Aset Lain-lain XX KKK XXX XXX XXX XXX
URAIAN CAII‘\IATA 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX XXXXXX XXX XXX XXK
{Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C2.8 (XXX XXX KK KXXX) (3000 X KK XXX XXX)
Lainnya)
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX XXN.XKX XXX XXX XXX KAX
JUMLAH ASET XX XXX EXK XXX 4. 95:0.0.80.9.0. 8.4 ¢4
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BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
KEWAIJIBAN
KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK
| ’ Jumlah Kewajiban Jangka Pendek :0.9.99.6.9:05.0.0.65.0.9.4 oo B e o8 008 ¢ 0.4
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XX XKX XXX XEX XXX XXX
Utang Jangka Panjang DN Lainnya XXX AXX XXX XXAXKKXXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XXX XXX XXX XXX
Jumiah Utang Jangka Panjang DN XK KR KAX XXX XA XXX XXX XK
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN KA EXK XX XXX XXX KL XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang KKK XXX XK XEX 1 0.9, 8:0.0.0.6:0.8..¢.4
JUMLAH KEWAJIBAN XKL XXX XXX XAX XL XXX XNK
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
SAL C2. XXX XXX XXX XXX XXX XXX
SILPA Setelah Penyesuaian C.243 XXX XXX XXX XX XXX XXX
Cadangan Piutang C.245 HHK KUK KAX HAXHOLXXK
Cadangan Persediaan C.247 KK KKK XXX XX XKKXXX
Jumlah Ekuitas Dana Lancar (XX XRN KN XXX (XX AKX XXXXKX)
EKUITAS DANA INVESTAST
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.2.52 XXX XXX XRX XX XXX XXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.2.53 XXX KK XAK XXX KK KNK
; Jumlah Ekuitas Dana Investasi (XXX XXX XXX XXK) (3000 HRX XL KAX)
EKUITAS DANA NETO (KKK XXX KKK XKX) (XXX XXX XX KXX)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KKK KKN KX XX XXX XXX XXX
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4. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi

pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas:

a,
b.
c.

d.

DIPA,;

DIPA Revisi;
SPM; dan
SP2D.

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain

yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran

Dukungan Kelayakan, yang terdiri atas:

a.
b. Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB);

c.

d. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); dan/atau

e.

Memo Penyesuaian;

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

Deokumen-dokumen lain terkait.

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi

UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap

bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran

(pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi

anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan

tahunan.

6. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan

Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai

berikut:

a.

UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan, dilaksanakan oleh Satuan
Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran
Dukungan Kelayakan.

UAKKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan, dilaksanakan oleh Unit
Eselon 1 yang melaksanakan fungsi kesekretariatan pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melakukan Pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek
Kerjasama.

UAP-BUN TK BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan
atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA-BUN TK
dan/atau UAKKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan.
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Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit
akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi

Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN).

. Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan menyusun Laporan

Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Dukungan Kelayakan Proyek

Kerjasama, baik secara semesteran maupun tahunan, Laporan keuangan disusun

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLX.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA-BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan Laporan
Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca dan CalK dengan dilampiri ADK dan
Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP-BUN TK BKF setiap semesteran dan
tahunan. Dalam hall terdapat UAKKPA-BUN TK, maka UAKPA-BUN TK
Pembayaran Dukungan Kelayakan terlebih dulu menyampaikan laporan
keuangan tersebut ke UAKKPA-BUN TK, untuk kemudian dikonsolidasikan dan
disampaikan kepada UAP-BUN TK BKF. .

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan
dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN BKF atau UAKKPA BUN TK
Pembayaran Dukungan Kelayakan.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK BKF menyusun laporan
konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan
disampaikan oleh UAP-BUN TK BKF kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan
kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan
Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan

yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
BUN.
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BAB IV
AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA

A. Definisi

B.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
dijelaskan bahwa PNBP merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan
berasal dari Penerimaan Pajak. PNBP dapat berbentuk penerimaan dari sumber daya
alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan
bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Definisi ini
memiliki ruang lingkup bahwa pendapatan hibah diakui sebagai penerimaan tersendiri
di luar penerimaan PNBP.

Penerimaan PNBP dari sumber daya alam meliputi penerimaan dari minyak
bumi, gas alalﬁ, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan PNBP
lainnya antara lain meliputi pendapatan dari penjualan, sewa, jasa, PNBP dari luar
negeri, penerimaan kejaksaan dan peradilan, pendidikan, pelunasah piutang,
pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas, dan pendapatan anggaran lain-lain.
PNBP walaupun memiliki nilai yang relatif kecil di’t;andingkan dengan penerimaan
perpajakan, namun dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.
Mengingat seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan bagian dari
penerimaan negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel maka
seluruhnya harus disetor ke Kas Negara dan harus melalui mekanisme APBN, kecuali
untuk satuan kerja yang berbentuk BLU,

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah
akuntansi dan pelaporan atas PNBP yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara c.q.
Direktorat Jenderal Anggaran kecuali Bagian Laba BUMN (yang masuk ke dalam ruang
lingkup Sisterm Akuntansi Investasi Pemerintah).

Jenis-Jenis PNBP Yang Dikelola Oleh DJA

PNBP yang akan diatur dalam Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah
hanya PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan tidak dilaporkan
dalam Bagian Anggaran lainnya yang meliputi:

1. Pendapatan Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan

2. Pendapatan Panas Bumi.
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PNBP yang dikelola oleh Direktorat PNBP, DJA juga harus dipungut, dibukukan
dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan atas pendapatan
migas dan pendapatan panas bumi harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku unit pelaksana teknis kegiatan di
lapangan. PNBP yang telah dipungut atau ditagih tersebut wajib dilaporkan secara
tertulis oleh Direktorat PNBP, DJA kepada Menteri Keuangan c¢.q. Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dalam bentuk Lapéran Realisasi PNBP Triwulanan.

Tujuan pengelolaan PNBP secara tertib dan teratur adalah:
1, Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang PNBP,
2. Mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan dan
pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
3. Mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi tentang piutang

PNBP sebagai dasar pertanggung jawaban.

C. Akuntansi Dan Pelaporan

Pendapatan PNBP yang dikelola oleh DJA tidak dilaporkan sebagai penerimaan
Kementerian Keuangan (BA 015), namun dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi
Khusus (BA 999.99). Kuasa Pengguna Anggaran untuk transaksi PNBP Minyak Bumi
dan Gas Bumi serta Transaksi PNBP Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di
DJA yang mengelola PNBP. Kuasa Pengguna Anggaran BUN TK wajib menyelenggarakan
akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan.

Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK yaitu EJAKPA
BUN TK Pengelola Minyak dan Gas Bumi dan UAKPA BUN TK Pengelola Panas Bumi.
UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan
dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan
kepada UAP BUN TK DJA untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK DJA hanya
bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak diperkenankan untuk
melakukan transaksi sendiri. Pencatatan dari UAP BUN TK DJA kemudian disampaikan

kepada UAKP BUN TK untuk dilakukan penggabungan.
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Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar di bawah:

STRUKTUR PELAPORAN
UAKP BUN TK

F 3

UAP BUN TK DJA

(Pengelola PNBP yang

dikelola oleh DJA)

A
UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK
{(Pendapatan Minyak Bumi dan Gas {Pendapatan Panas Bumi)
Bumi)

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan léporan keuangan
transaksi PNBP di bawah BUN adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk pengakuan
pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan
pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan
belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kéwajiba.n dan
ekuitas dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Akuntansi Anggaran PNBP Yang Dikelola DJA
Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
PNBP dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN c.q Direktorat Jenderal Anggaran
merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen.
Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi

alokasi estimasi pendapatan.
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a. Pengakuan
Pendapatan atas PNBP yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN diakui
sebagal estimasi pendapatan pada saat ditetapkan Undang-undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan pada tingkat Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diakui menjadi estimasi pendapatan yang
dialokasikan (estimasi} pada saat diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA).

b. Pengukuran
Estimasi pendapatan baik dalam APBN maupun DIPA diukur berdasarkan nilai

nominal yang terdapat dalam dokumen tersebut.

c. Jurnal
JURNAL DIPA:
Estimasi Pendapatan Yang Dialokasikan XXXX
Utang Kepada KUN KXXX

d. Penyajian
Estimasi pendapatan disajikan sebagai target pendapatan yang harus dipenuhi
yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen

anggaran yang disahkan.

3. Akuntansi Realisasi Pendapatan PNBP Yang Dikelola DJA
a. Pengakuan
1) Realisasi pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum
Negara.
2) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan periode berjalan.
3) Pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode
sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode

ditemukannya koreksi.

b. Pengukuran
Realisasi pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam
dokumen penerimaan {Nota Kredit, SSBP dan SPM PP).
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c. Jurnal
JURNAL REALISASI
PENDAPATAN:
Utang Kepada KUN XXX
Pendapatan PNBP XKXKX

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAHUN BERJALAN:
Pendapatan PNBP XXX

Utang Kepada KUN XXXXK

JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN TAYL (SAKUN):

SAL XXXX
Kas di KPPN XXXX
JURNAL PENUTUP
Pendapatan PNBP XXXX
Utang Kepada KUN XXXX
Estimasi Pendapatan ... Yang Dialokasikan KXKX

JURNAL PENYESUAIAN PIUTANG PNBP
Piutang PNBP KXXX
Cadangan Piutang XXXX

d. Penyajian
Anggaran pendapatan dalam APBN dan DIPA disajikan sebagai estimasi
pendapatan yang harus dikumpulkan yang terdapat dalam Laporan Realisasi

Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan.
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Contoh Neraca
BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X 1 (Dalam Rupiah)
URATAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank cz2
Kas Lainnya dan Setara Kas C2.i XXX XXX XXX KAK XXX XXX
l I Tumlah Kas dan Bank XX XXX XXX XXX XH XXX XK XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak (Migas} Cz22 XK. XKXX.KXX XXX XXX XXX
Piutang Lain-Lain C23 XI KKK XXX XXX KKK XXX
{Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada cz24 {300, XAX.XXX) (KHK XXX KKK KKK)
Piutang)
| l Jumiah Piutang XX XXX XXX XXX XX XKX XXX XXX
Persediaan C5 XA XXX XXX XXX KL XXX EXK XXX
| Jumlah Aget Lancar XA XXX XXX XXX KRN XANOOCXXX
" ASET TETAP C2.6
Tanah XXX KXKXAX XXX XXX XXX
Peralatan dan Mesin XXX KAN KKK XXA KKK XXX
Gedung dan Bangunan AN KKK XXX XKK KKK XXX
Jalan. Irigasi. dan Jaringan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Tetap Lainnya XAX XXX XXX XXX XXX KKK
Konstruksi Dalam Pengerjaan XKXKXXX.XXX XXX XXX.XXX
[ | Jumlah Aset Tetap XXX XXX XKX XXX XXX XXX XKKXKK
ASET LAINNYA C.2.7
Aget Tak Berwujud OO KKK XXX KK XXX XXX
Aset KKKS KK XXX XXX XXX XXX XXX
Aset Eks BPPN XNE XXX XXX XXX XAXXXX
Piutang Jangka Panjang AXK XXX XXX EXX KKK KKK
Aset Lain-lain XX XXX XXX XXX XXX XXX
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah XXX XXX XXX XK XKXXXK
Lainnya
iP(?ny. P)iutang Tak Tertagih pd Aset C.28 (OO XXX XXK XX (00K XXX XXX XXX)
ainnya :

Jumlah Aset Lainnya

AAXLXXXL X0 XXX

AN XXX XXX XXX

JUMILAH ASET

). 9. 99.9.9.9.9.8.9.0.4.4

XA KKKKXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20%1

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
KEWAIIBAN
KEWAIIBAN JANGKA PENDEK
l | l l Jumiah Kewajiban Jangka Pendek XX XXX XXX XXX AKENAAXXKK XXX
KEWAJBAN JANGKA PANJIANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX XXX XXX XXX XXX KKK
Utang Jangka Panjang DN Lainnya XK. XX XXX XK XHNXAX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX KX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Utang Jangka Panjang DN XX XXNXXK XXX AKX XAX XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN XX XXX XXX XXX 0.0 0.0. 8.0.¢. 8 9.9,
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang XXX AXK XXX XXX AXNXAX XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XLEEX XXX XXX XX XXX XXX XXX
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
SAL C2 XX XXX HEX XXX XXX XXX
SILPA. Setelah Penyesuaian C.2.43 AXAXKX AKX XXX XXX
Cadangan Piutang C.2.45 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Cadangan Persediaan C2.47 XXX XXX XXX XA XXX XXX
| Jumlah Ekuitas Dana Lancar (XXX XX XXX XKX) (300X XX KL XXX)
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.2.52 XKL 30 XX XXX KKK XXX
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.2.53 OO XK XXX XXX XXX XXX
I Jumlal Ekuitas Dana Investasi (O AKXKLKKX) (XK XXX KXKXKK)
EKUITAS DANA NETO (XXX XXKXKKXKK) (XXX XKK KKK XXK)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA f.o B0 0. .0.0.0.0.9.4 KKK XK KKK
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4. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi
khusus PNBP yang dikelola oleh DJA terdiri atas:
a. Memo Penyesuaian,

h. Bukti Penerimaan Negara (BPN}); dan
¢. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain
yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus PNBP yang dikelola
oleh DJA, yang terdiri atas:

a. DIPA;
b. DIPA Revisi; atau

¢. Dokumen-dokumen lain terkait

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi
UAKPA-BUN melaksanakan rekonsiliasi kepada Kuasa BUN mitra kerja setiap

bulan dalam hal pada bulan bersangkutan terdapat transaksi realisasi anggaran

(pendapatan dan/atau belanja). Namun apabila tidak terdapat transaksi realisasi
anggaran, maka pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan setiap semesteran dan

tahunan,

6. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai
berikut:

a. UAKPA BUN TK Pengelola PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi dan UAKPA BUN TK
Pengelola Panas Bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang mengelola
PNBP.

b. UAP BUN TK Pengelola PNBP ya_ng dikelola oleh DJA, dilaksanakan oleh UAP
BUN TK DJA, merupakan unit akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas
laporan keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK yang berada
di lingkup tugasnya.

Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit
akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi

Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB-BUN}.
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7. Penyampaian Laporan Keuangan
UAKPA BUN TK yang mengelola transaksi PNBP yang Dikelola DJA menyusun

Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran PNBP yang Dikelola DJA,

baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan. disusun berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK.

Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:

a. UAKPA-BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca
dan CalLK dengan dilampiri ADK dan Pernyataan Tanggung Jawab, kepada UAP-
BUN TK DJA setiap semesteran dan tahunan,

b. Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan, maka UAKPA BUN
TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca dengan
dilampiri ADK secara bulanan kepada UAKPA BUN DJA.

c. Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP-BUN TK DJA menyusun laporan
konsolidasi.

d. Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan
disampaikan oleh UAP-BUN TK DJA kepada UAKP-BUN Transaksi Khusus.

Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP-BUN TK kemudian UAKP-BUN
Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan
kepada UA-BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan
Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
BUN.
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BABV
AKUNTANSI TRANSAKSI
ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Aset yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan
seluruh aset baik berupa Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan/atau Aset Lainnya yang
dalam pengelolaan Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan wewenang pengelolaanya
kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan
dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam LK Bagian Anggaran Transaksi
Khusus. Aset yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
dilaporkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dengan pertimbangan bahwa
pemisahan fungsi pencatatan antara Unit Akuntansi Pengelola Barang dan Unit Akuntansi
Pengguna Barang sebagaimana dilakukan untuk pengelolaan uang yang dilaksanakan oleh
BUN/Kuasa BUN belum dilakukan,

Aset-aset yang berada dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang
dan masuk dalam kategori Transaksi Khusus adalah:

1. Aset Bekas Milik Asing/Cina,;

2. BMN yang berasal dari Pertambangan yang terdiri atas BMN yang berasal dari KKKS
dan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B;
Aset Eks Pertamina,;
BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN;
Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI;

A

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN.
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Proses Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan berikut:

STRUKTUR PELAPORAN

UAKP BUN TK

UAP BUN TK DJKN

A

UAKKPA BUN UAKKPA BUN
TK Pengelola, TK Pengelola
BMN yang Kekayaan
Berasal dari Negara
Pertambangan
I
UAKPA UAKPA UAKPA UAKPA BUN UAKPA UAKPA UAKPA
BUN TK BUN TK BUN TK TK BUN TK BUN TK BUN TK
é’fﬂnNBelOIa Peng. BMN Pengelola Pengelola BPing‘ﬁfﬁ( Eengelola Pengelola
yang ekas Mill set yang i
berasal dari b yar;gd ; Aset E%{S BMN Idle Cina/Asing Timbul Dari P;S?t I]flm
KKKS erasal dari Pertamina Pemberian ain Dlm
Kontraktor BLBI Pengelolaan
PKP2B DJKN




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi
Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Kas Menuju Akrual sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II PP 71/2010 tentang SAP. Basis kas digunakan untuk
pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan basis
akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan
pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanja diakui pada saat
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.

Basis akrual untuk Neraca menerapkan pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas
dana pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

Penjelasan secara rinci untuk masing-masing aset dijelaskan sebagai berikut:
A. Aset Bekas Milik Asing/Cina .
Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan aset yang dikuasai Negara
yvang berasal dari bekas:

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan
dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang
Pusat Nomor PRT/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat
Nomor KPTS/PEPERPU/0439/1958 jo. Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun
1960;

2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian .
Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai dengan
Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962; dan

3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi masa/kesatuan-kesatuan
aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT)
dalam pemberontakan G 30 S/PKI yang diterbitkan dan dikuasai oleh Penguasa
Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara melalui Instruksi

Radiogram kaskogan Nomor T-0403/G-5/5/66.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2006 jumlah ABMA/C yang
belum jelas status hukumnya adalah 942 aset dari jumlah keseluruhan 1.345 sesuai

Surat Menteri Keuangan No. S$-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989,
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Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada

tahun 2007, 2008 terdapat 1.009 aset yang belum selesai status hukumnya.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri
Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Kenangan Nomor 188 /PMK.06/2008 tentang
Penyelesaian Aset Bekas Milik/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri
Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan dan
Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 tersebut dijelaskan bahwa Aset Bekas Milik Cina
dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

e disertifikatkan atas nama Pemerintah Indonesia (apabila telah selesai, maka dicatat
dan dilaporkan sebagai BMN};

» disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah (apabila telah selesai, maka dicatat
dan dilaporkan sebagai BMD);

» dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara
pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas
Negara;

e dipertukarkan dengan aset yang dimiliki oleh pihak ketiga;

« dihibahkan; | |

¢ dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi
Aset Bekas Milik Asing/Cina dilakukan sebagai sebagai berikut:

1. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian aset Bekas Milik Asing/Cina adalah sebagai berikut:

a. aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam
neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK);
dan

b. aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun masih dalam

penguasaan Pihak Ketiga maka dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.

2. Pengakuan
Aset Bekas Milik Asing/Cina dapat diakui sebagai Aset segera setelah dilakukan

identifikasi, inventarisasi dan/atau penilaian serta penetapan.
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Pengukuran

Aset Bekas Milik Asing/Cina dicatat berdasarkan hasil penilaian, Apabila ABMA/C
dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dijabarkan ke dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal

penilaian dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jurnal
JURNAL ASET YANG SUDAH DIINVENTARISASI, DINILAI NAMUN MASIH DALAM
PENGUASAAN PIHAK KETIGA

Aset Lainnya XXX
Diinvetasikan dalam Aset Lainnya KXXXK
JURNAL PENCATATAN REALISAS! PENERIMAAN ATAS PENETAPAN STATUS
ABMA/C
Utang pada KUN XXXX
PNBP... XXXX
JURNAL PENCATATAN PENYESUAIAN/PENGURANGAN NILAI ASET LAINNYA
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya XXXX
Aset Lainnya - XXX
Penyajian

Realisasi pendapatan dan belanja disajikan sebagai realisasi pada Laporan
Realisasi Anggaran dengan besaran sesual dengan dokumen realisasi anggaran
(SPM/SP2D dan ADK untuk belanja serta SSBP yang telah mendapatkan NTPN

untuk pendapatan). Sementara Aset Lainnya disajikan sebagai aset pada Neraca.
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Contoh Neraca ‘
BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 {Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
ASET LANCAR
Kas dan Bank C2
Kas Lainnya dan Setara Kas C.z2.1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX
] Jumlah Kas dan Bank XX XKK XXX KKK XX XXX XXX XXX
Uang Muka
Piutang
Piutang Bukan Pajak c22 KA XXK XXX XXX XHX XX
Piutang Lain-Lain c23 X XXX XXX XEX. XK XXX
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (XXXXXX.XXX) (3000 XXX KKK KXK)
Piutang)
| l Jumlah Piutang XX XXX XXK KKK .9, .0.6.85.¢.6.8.9.9.4
Persediaan C25 XA XXX XXX XXX KX XXX XXX XXX
| Jurnlah Aset Lancar XXH XXX XXX XXX he e ® oo to.0v 04
ASET TETAP C26
Tanah XXX XXX XXX XXX XXXXXX
Peralatan dan Mesin XXX XKL XXX XAX XXX XXX
Gedung dan Bangunan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jalan. Irigasi. dan Jaringan XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Agset Tetap Lainnya XXX XXX KXX XXX XXX XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan XXX XAXXXX XXX, XXX XXX
Jumlah Aset Tetap NEX XXX XXX XXX XXX EAK XXX EXX
ASET LAINNY A c27
Aset Tak E}erwujud XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Aset KKKS XXX XXX XXX KEXKXKKXXX
Aset Eks BPPN XXX.XKX. XXX XXX XX XXX
Piutang Jangka Panjang XXX XXX XHX AXK. XXX XXX
Aset Lain-lain XXX XN KXX XX XXX XXX
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 20X1 3] DESEMBER 20XX
Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX XXX XXX AN XXX XXX
(Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C28 (OOL XXX XXX XXX) (3000 XXX XXX XKX)
Lainnya}
Jumlah Aset Lainnyn XXX XXX KH00LXXX XXX XXX XX XXX
JUMLAH ASET EXXAX XXX XXX XX XXX XXKXXX
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BENDAHARA UMUM NEGARA

NERACA

Per 31 Desember 20X 1

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN | 31 DESEMBER 20X1 31 DESEMBER 20XX
KEWAJIBAN
KEWAIJBAN JANGKA PENDEK
i | l | Jumlah Kewsjiban Jangka Pendek ENE XX NXNL AR XX AXKOLKNXY
KEWAIIBAN JANGKA PANJANG
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XA KXX XXX XK XXKXXXK
Utang Jangka Panjang DN Lainnya XXKXXK XXX XXX XXXXXX
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX XKHLXXX XXH XXX XXX
| Jumiah Utang Jangka Panjang DN KA XXK XXX XXX XX XAK XXX XXX
Utang Jangka Panjang Luar Negeri
Jumlah Utang Jangka Panjang LN XX XXX XXX XXX XK XK. XXX XXX
Jumlal Kewajiban Jangka Panjang XXRL XN KNN XXX XX XXX KKK ANX
JUMLAH KEWAIJIBAN b 0. 9.6.8.0,4.8.4.9.4 XX EXAXXK X